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ABSTRACT

Conflicts between farmers in Suling Wetan Village, Bondowoso Regency, are often triggered by
disputes over agricultural land ownership that are not supported by valid proof of ownership, such
as land ownership certificates. To overcome this problem, socialization and education activities are
carried out regarding the importance of ownership of agricultural land ownership certificates. The
purpose of this activity is to increase public awareness of the legality of land ownership and to
prevent conflicts. The methods used include socialization in the form of direct counseling,
interactive discussions, and assistance in the process of managing land certificates. The results of
this activity show an increase in public understanding of the importance of land certificates as valid
proof of ownership and the steps that need to be taken to obtain them. It is hoped that with the
existence of land ownership certificates, conflicts between farmers can be minimized and harmony
can be created in the management of agricultural land in Suling Wetan Village.

Keywords: Land Ownership Certificate, Land Conflict, Socialization, Education.

ABSTRAK

Konflik antar petani di Desa Suling Wetan, Kabupaten Bondowoso, seringkali dipicu oleh
sengketa kepemilikan lahan pertanian yang tidak didukung oleh bukti kepemilikan yang sah,
seperti sertifikat hak milik tanah. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan kegiatan sosialisasi dan
edukasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian. Tujuan dari
kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang legalitas kepemilikan tanah
serta untuk mencegah terjadinya konflik. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi berupa
penyuluhan langsung, diskusi interaktif, dan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikat
tanah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah dan langkah-langkah yang
perlu diambil untuk memperolehnya. Diharapkan, dengan adanya sertifikat hak milik tanah,
konflik antar petani dapat diminimalisir dan tercipta harmonisasi dalam pengelolaan lahan
pertanian di Desa Suling Wetan.

Kata kunci: Sertifikat Hak Milik Tanah, Konflik Lahan, Sosialisasi, Edukasi.

PENDAHULUAN
Tanah pertanian merupakan aset vital bagi petani sebagai sumber penghidupan dan

produksi pertanian. Namun, kepemilikan tanah yang tidak jelas atau tidak memiliki sertifikat hak
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milik sering kali menjadi pemicu konflik antar petani. Konflik ini dapat terjadi akibat tumpang
tindih klaim kepemilikan, batas tanah yang tidak jelas, hingga sengketa warisan. Menurut
penelitian oleh (Zubaidah, 2019) tidak adanya sertifikat tanah menjadi penyebab utama konflik
agraria di pedesaan, terutama di daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini
diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah dan
birokrasi yang rumit (Negara et al., 2021).

Untuk mengurangi dan mencegah konflik tersebut, diperlukan sosialisasi dan edukasi
mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian. (Siti Nanik Kholifah &
Agung Parmono, 2024) menekankan bahwa program sertifikasi tanah yang disertai dengan
pendampingan hukum dan sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang hak kepemilikan tanah. Selain itu, (Suwarsito et al., 2022) menyatakan bahwa
penggunaan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu dalam pemetaan
batas tanah secara akurat, sehingga mengurangi potensi konflik (Agrita & Wulandari, 2022).

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan partisipatif, di mana

masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pendaftaran tanah. Selain itu, masyarakat desa
suling wetan juga diberi pemahaman tentang pentingnya kepemilikan sertifikat hak tanah melalui
sosialisasi. (Hadi, 2009) menemukan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap proses sertifikasi dan mengurangi resistensi terhadap program
pemerintah. Selain itu, (Salam & La Dee, 2022) menyarankan perlunya kolaborasi antara
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi untuk menciptakan model
penyelesaian konflik tanah yang berkelanjutan (Alfared & Ayunda, 2023).
Dengan demikian, upaya sistematis dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi masalah
kepemilikan tanah pertanian dan mencegah konflik yang timbul akibat ketidakjelasan hak
kepemilikan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Setiawan,
2019) yang menyatakan bahwa ketidakpastian hak kepemilikan tanah tidak hanya menghambat
produktivitas pertanian, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di pedesaan.
Upaya tersebut harus mencakup pendekatan holistik, termasuk edukasi, bantuan teknis, dan
reformasi kebijakan(Aditya Himawan et al., 2023).

Banyak petani di desa suling wetan belum memiliki sertifikat hak milik tanah pertanian.
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Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktahuan tentang prosedur pengurusan
sertifikat, biaya yang dianggap mahal, atau kurangnya akses informasi dari pihak berwenang.
Karena belum memiliki sertifikat sehingga ketidakjelasan batas tanah pertanian sering menjadi
pemicu konflik antar petani. Tanpa sertifikat resmi, batas tanah hanya didasarkan pada
kesepakatan lisan atau tanda-tanda alam yang mudah berubah, seperti pohon atau parit (Mutalib
Saranani, 2022). Hal ini rentan menimbulkan sengketa, terutama ketika terjadi perubahan
kepemilikan atau penggunaan lahan.

Petani banyak yang menggarap tanah tanpa memiliki dokumen resmi dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Tanpa dokumen resmi, status kepemilikan tanah menjadi tidak jelas,
sehingga petani rentan terhadap klaim dari pihak lain atau bahkan pengambilalihan tanah oleh
pihak ketiga. Pemerintah telah memiliki sejumlah regulasi terkait pertanahan, seperti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Huluy,
2021). UUPA mengatur tentang hak milik tanah, termasuk hak milik atas tanah pertanian.
Namun, implementasi dari undang-undang ini masih belum merata, terutama di daerah
pedesaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nuriyanto, 2020), meskipun UUPA telah ada
selama lebih dari enam dekade, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi kepemilikan tanah,
terutama di wilayah-wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan
pertanahan. Untuk mencapai kondisi ideal, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif
kepada petani tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Selain itu, pemerintah perlu
mempermudah proses pengurusan sertifikat tanah, termasuk mengurangi biaya dan
mempercepat proses administrasi. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan
oleh (Siti Nanik Kholifah & Agung Parmono, 2024), yang menyatakan bahwa biaya dan
kompleksitas administrasi sering menjadi hambatan utama bagi petani dalam mengurus sertifikat
tanah (ovika RisRatih, 2021).

Dengan memiliki sertifikat hak milik tanah, batas-batas tanah pertanian akan tercatat
secara resmi dan diakui oleh hukum. Hal tersebut dapat mencegah konflik antar petani karena
batas tanah sudah jelas dan memiliki kekuatan hukum. Menurut studi yang dilakukan oleh
(Diroya & Syaiful Ubed, 2020) konflik tanah di pedesaan seringkali terjadi karena ketidakjelasan

batas kepemilikan tanah dan lemahnya pengakuan hukum terhadap klaim tanah. Dengan adanya
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sertifikat tanah, konflik semacam ini dapat diminimalisir. Penelitian oleh (Mufti & Nurhasanah,
2023) juga menunjukkan bahwa sertifikasi tanah dapat mengurangi konflik tanah hingga 60% di
beberapa wilayah di Indonesia.

Petani perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik
tanah. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikat tanah harus dilakukan secara
berkelanjutan, baik melalui penyuluhan langsung, media massa, maupun kerja sama dengan
lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu agraria. Menurut penelitian oleh
(Renaldy & Maulidiana, 2020), program-program penyuluhan yang melibatkan LSM dan
pemerintah daerah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum petani terkait
kepemilikan tanah. Selain itu, media massa juga berperan penting dalam menyebarkan informasi
tentang hak-hak agraria, terutama di daerah terpencil (Mastur & Soleh, 2022).

Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah
pertanian merupakan langkah strategis untuk mencegah konflik antar petani. Dengan adanya
sertifikat, status kepemilikan tanah menjadi jelas, batas-batas tanah dapat dipertahankan, dan
petani memiliki perlindungan hukum yang kuat. Pemerintah, bersama dengan pihak terkait,
perlu terus mendorong program-program yang memudahkan petani dalam mengurus sertifikat
tanah serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pertanian. Seperti yang diungkapkan
oleh (Siti Nanik Kholifah & Agung Parmono, 2024), program sertifikasi tanah yang diikuti dengan
sosialisasi intensif dapat meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem hukum dan
mengurangi ketidakpastian dalam kepemilikan tanah.

METODE PELAKSANAAN
Tahapan dan langkah pelaksanaan sosialisasi yaitu:
1. Persiapan Materi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

a. Identifikasi Kebutuhan: Melakukan survei awal untuk memahami tingkat pemahaman

masyarakat tentang sertifikat tanah dan masalah yang sering dihadapi terkait kepemilikan
tanah.

b. Penyusunan Materi: Menyiapkan materi sosialisasi yang mudah dipahami, seperti presentasi,

brosur, dan contoh kasus konflik tanah yang dapat dicegah dengan sertifikat.

c. Koordinasi dengan Instansi Terkait:
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a) Bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk mendapatkan
informasi teknis tentang proses pembuatan sertifikat.

b) Melibatkan pemerintah desa, kecamatan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
bergerak di bidang agraria.

¢) Mengundang tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk mendukung program ini.

2. Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak, Digital dan Pertemuan Langsung
a. Media Cetak:
a) Membuat poster, spanduk, dan brosur yang berisi informasi tentang pentingnya sertifikat
tanah dan langkah-langkah mengurusnya.
b) Menyebarkan materi ini di tempat-tempat strategis seperti balai desa, pasar, dan tempat
ibadah.
b. Media Digital:
a) Menggunakan media sosial (WhatsApp, Facebook, Instagram) untuk menyebarkan
informasi secara luas.
b) Membuat video edukasi singkat yang dapat diakses oleh masyarakat.
c. Pertemuan Langsung:
a) Mengadakan pertemuan kecil dengan kelompok tani, tokoh masyarakat, dan perwakilan
warga untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program ini.
3. Pelaksanaan Sosialisasi dalam Bentuk Seminar, Diskusi dan Simulasi Pembuatan Sertifikat Tanah
a. Seminar:
a) Mengundang narasumber dari BPN atau ahli hukum agraria untuk menjelaskan
pentingnya sertifikat tanah dan dampak hukum jika tidak memilikinya.
b) Memberikan contoh kasus konflik tanah yang terjadi di daerah lain.
b. Diskusi Interaktif:
a) Membuka sesi tanya jawab untuk memastikan masyarakat memahami materi yang
disampaikan.
b) Mengajak peserta berbagi pengalaman atau masalah yang mereka hadapi terkait
kepemilikan tanah.
c. Simulasi Pembuatan Sertifikat:
a) Menunjukkan langkah-langkah praktis dalam mengurus sertifikat tanah, mulai dari

pengumpulan dokumen hingga proses pendaftaran di BPN.
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b) Memberikan contoh dokumen yang diperlukan dan cara mengisi formulir.
4. Evaluasi dan Pendampingan bagi Petani yang Ingin Mengurus Sertifikat Hak Milik
a. Evaluasi:
a) Melakukan survei atau kuesioner setelah sosialisasi untuk menilai pemahaman masyarakat
dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
b) Menilai efektivitas program dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.
b. Pendampingan:
a) Membentuk tim pendamping yang terdiri dari perwakilan desa, BPN, dan relawan untuk
membantu petani mengurus sertifikat tanah.
b) Membantu petani dalam menyiapkan dokumen, mengisi formulir, dan mengikuti proses
administrasi di BPN.
c) Memberikan konsultasi gratis bagi petani yang menghadapi masalah teknis atau hukum
dalam proses pengurusan sertifikat.
HASIL PELAKSANAAN
Hasil pelaksanaan sosialisasi tentang kepemilikan serftifikat hak milih tanah yaitu:
1. Peningkatan Pemahaman Petani tentang Sertifikat Hak Milik Tanah
a. Petani memahami arti penting sertifikat hak milik tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah
dan diakui secara hukum.
b. Petani mengetahui manfaat sertifikat tanah seperti perlindungan hukum, kemudahan dalam
pengelolaan lahan dan peningkatan nilai ekonomi tanah.
c. Petani memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah.
d. Adanya kesadaran bahwa sertifikat tanah dapat mencegah sengketa atau konflik pertanahan di

masa depan.

2. Berkurangnya Konflik Pertanahan Akibat Ketidakjelasan Kepemilikan
a. Konflik antar petani yang disebabkan oleh batas tanah yang tidak jelas atau klaim ganda atas
lahan dapat diminimalisir.
b. Adanya kejelasan status kepemilikan tanah melalui sertifikat yang diterbitkan oleh instansi
berwenang.

c. Terciptanya harmonisasi sosial karena berkurangnya perselisihan terkait lahan pertanian.
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3. Petani Memiliki Akses yang Lebih Mudah untuk Mengurus Sertifikat Tanah

a. Petani mengetahui langkah-langkah praktis dan prosedur yang harus dilakukan untuk
mengurus sertifikat tanah.

b. Adanya dukungan dari pemerintah desa atau instansi terkait dalam memfasilitasi proses
pengurusan sertifikat tanah.

c. Petani dapat mengakses informasi tentang biaya, dokumen yang diperlukan dan waktu yang
dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat tanah.

d. Terbentuknya mekanisme pendampingan atau bantuan hukum bagi petani yang mengalami
kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah.

PEMBAHASAN
) PPN S

osialisasi

Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi nilai,
norma, budaya dan peran yang ada dalam masyarakat. Sosialisasi adalah proses di mana
individu belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam konteks kontemporer, (Nursyifa,
2020) menjelaskan bahwa sosialisasi tidak hanya terjadi pada masa kanak-kanak tetapi
sepanjang hidup (life-long process). Mereka menekankan bahwa sosialisasi membantu
individu memahami peran mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka dapat
berkontribusi pada tatanan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hossain et al.,
2021), keluarga adalah agen sosialisasi pertama yang membentuk dasar pemahaman anak
tentang dunia sosial. Sementara itu, sosialisasi sekunder terjadi ketika individu memasuki
institusi seperti sekolah, tempat kerja atau kelompok sebaya. Sebuah studi oleh (Todorov
et al., 2023) dalam Journal of Youth and Adolescence menunjukkan bahwa teman sebaya
dan media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk identitas remaja.
Media massa dan media digital telah menjadi agen sosialisasi yang semakin penting.
Menurut (Artigas & Guallar, 2022) dalam Journal of Communication, media tidak hanya
menyediakan informasi tetapi juga membentuk persepsi individu tentang realitas sosial.
Media sosial khususnya, telah mengubah cara orang berinteraksi dan belajar tentang
norma-norma sosial. Sebuah penelitian oleh (Stahr, 2024) remaja yang aktif di media

sosial cenderung mengadopsi nilai-nilai yang mereka lihat di platform tersebut.
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Oleh karena itu, sosialisasi merupakan metode paling signifikan untuk
memberikan pengetahuan atau menambah wawasan kepada khalayak umum tentang
informasi penting yang yang sedang terjadi. Seperti sosialisasi dan edukasi tentang
pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik tanah pertanian untuk mencegah terjadinya
konflik antar petani. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada
petani mengenai proses legalisasi kepemilikan tanah melalui sertifikat hak milik.
Sosialisasi ini berhasil menjangkau sejumlah 50 petani di wilayah target dengan partisipasi
aktif 42 dalam diskusi 15 dan pemahaman yang meningkat tentang prosedur kepemilikan
tanah yang sah 45 orang. Berikut adalah tabel hasil pelaksanaan sosialisasi:

Tabel Hasil Pelaksanaan Sosialisasi

Kategori Jumlah (Orang)
Total Petani Terjangkau 50
Partisipasi Aktif 42
Terlibat dalam Diskusi 15
Pemahaman Meningkat 45

iskusi

Diskusi adalah suatu proses interaktif di mana dua orang atau lebih saling
bertukar pikiran, ide atau pendapat mengenai suatu topik tertentu dengan tujuan untuk
mencapai pemahaman yang lebih mendalam, menyelesaikan masalah atau mengambil
keputusan bersama. Diskusi dapat dilakukan secara formal maupun informal dan
seringkali melibatkan argumen, pertanyaan, serta tanggapan dari para peserta.

Menurut (Daniels & Walker, 1996) dalam buku "Collaborative Learning: Theory and
Practice”, diskusi adalah salah satu metode pembelajaran kolaboratif yang memungkinkan
peserta untuk mengembangkan pemikiran kritis, keterampilan komunikasi, dan
kemampuan untuk bekerja dalam tim. Diskusi juga dianggap sebagai alat yang efektif
untuk mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan peserta dalam proses belajar atau

pengambilan keputusan.
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Diskusi menjelaskan dampak positif kepemilikan sertifikat dalam mencegah
konflik dan meningkatkan kesejahteraan petani. Diskusi berhasil menjangkau sejumlah 50
petani di wilayah target dengan partisipasi aktif 42 aktif diskusi 15 dan pemahaman yang

meningkat 45. Berikut adalah penyajian data hasil pelaksanaan diskusi tahap 1 dalam

bentuk tabel:
Tabel Hasil Pelaksanaan Diskusi
Kategori Jumlah (Orang) Persentase (%)
Petani yang dijangkau 50 100%
Petani yang berpartisipasi aktif 42 84%
Jumlah diskusi yang dilakukan 15 -
Petani dengan pemahaman meningkat 45 90%
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat
a. Faktor Pendukung
a) Dukungan dari Pemerintah Setempat dan Lembaga Terkait

Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait merupakan faktor kunci
dalam mensukseskan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kepemilikan
sertifikat hak milik tanah pertanian. Pemerintah memiliki peran sentral dalam
menyediakan infrastruktur, sumber daya, dan kebijakan yang mendukung proses
sertifikasi tanah. Lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan
organisasi non-pemerintah (NGO) juga berperan dalam memberikan
pendampingan teknis dan sosialisasi kepada petani.

Menurut penelitian (Mufti & Nurhasanah, 2023) dukungan pemerintah
dalam bentuk kebijakan yang jelas dan program-program yang terstruktur dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi tanah. Pemerintah
juga dapat memfasilitasi pelatihan dan workshop untuk meningkatkan
pemahaman petani tentang manfaat sertifikat tanah, termasuk pencegahan
konflik dan peningkatan nilai ekonomi tanah.

Selain itu, (Moshtari & Vanpoucke, 2021) menyatakan bahwa kolaborasi
antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi dapat
menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam sosialisasi. Misalnya, program
pendampingan oleh NGO yang fokus pada pemberdayaan petani dapat
membantu mengatasi kendala administratif dan birokratis yang sering dihadapi
petani dalam proses sertifikasi.

b) Antusiasme Petani dalam Mengikuti Sosialisasi

Antusiasme petani merupakan faktor penting lainnya yang menentukan
keberhasilan sosialisasi dan edukasi. Tanpa partisipasi aktif dari petani, program
sosialisasi tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Antusiasme petani dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemahaman tentang manfaat sertifikat
tanah, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pengalaman sebelumnya terkait

konflik tanah.
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Menurut (Salam & La Dee, 2022), antusiasme petani dapat ditingkatkan
melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Misalnya, melibatkan petani
dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosialisasi dapat membuat mereka
merasa lebih dihargai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut.
Selain itu, penggunaan media yang mudah dipahami, seperti ceramah interaktif,
video, dan bahan bacaan sederhana, juga dapat meningkatkan minat petani.

(Lestaluhu et al., 2023) menekankan pentingnya memberikan contoh nyata
tentang manfaat sertifikat tanah, seperti kasus-kasus di mana sertifikat tanah
telah membantu mencegah konflik atau meningkatkan akses petani ke kredit
pertanian. Hal ini dapat memotivasi petani untuk lebih aktif dalam mengikuti
sosialisasi dan mengurus sertifikat tanah mereka.

b. Faktor Penghambat
a) Kurangnya Informasi Mengenai Prosedur Pengurusan Sertifikat Tanah di Kalangan
Petani

Kurangnya informasi tentang prosedur pengurusan sertifikat tanah
menjadi salah satu faktor utama yang menghambat sosialisasi dan edukasi.
Banyak petani, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses yang memadai
terhadap informasi mengenai pentingnya sertifikat tanah dan cara mengurusnya.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: rendahnya literasi hukum dan
administrasi, keterbatasan akses informasi.

b) Biaya dan Proses Administrasi yang Dianggap Rumit oleh Sebagian Petani

Biaya dan kompleksitas proses administrasi pengurusan sertifikat tanah
seringkali menjadi penghambat utama bagi petani. Beberapa faktor yang
berkontribusi antara lain: Biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, ketidakpastian
hukum.

KESIMPULAN
Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik

tanah pertanian memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman petani

59


https://doi.org/10.53948/al-ghayah.v1x1.221

AL-GHOYAH : Jurnal Pengabdian Masyarakat
LP2>M STIS DARUL FALAH BONDOWOSO
Volume: 1 Nomor: 1

ISSN: xxxx - xxxX

https://doi.org/10.53948/al-ghayah.vix1.221

dan mengurangi potensi konflik pertanahan. Dengan kepemilikan tanah yang sah, petani
dapat lebih aman dalam menjalankan usaha pertaniannya.

Dapat disimpulkan Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan
sertifikat hak milik tanah pertanian merupakan langkah strategis untuk mencegah konflik
antar petani yaitu kepemilikan sertifikat hak milik tanah memberikan kepastian hukum
bagi petani atas lahan yang mereka garap. Hal ini mengurangi potensi sengketa tanah
yang sering terjadi akibat klaim ganda atau batas tanah yang tidak jelas. Petani yang
memiliki sertifikat hak milik tanah cenderung lebih termotivasi untuk mengelola lahan
secara optimal karena merasa aman secara hukum. Hal ini berdampak pada peningkatan
produktivitas pertanian (Khatulistiawan & Firmansyah, 2022).

Konflik antar petani seringkali dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan
tanah. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikat tanah dapat mengurangi
konflik ini dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban
masing-masing pihak (Lestaluhu et al, 2023). Kepemilikan sertifikat tanah
memungkinkan petani untuk mengakses layanan keuangan, seperti kredit pertanian, yang
dapat digunakan untuk meningkatkan modal usaha. Hal ini juga mengurangi
ketergantungan pada pinjaman informal yang berpotensi memicu konflik(Mardiana et al.,
2016). Pemerintah dan LSM memainkan peran penting dalam mensosialisasikan dan
memfasilitasi proses pendaftaran tanah. Program-program yang melibatkan masyarakat
secara aktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya

sertifikat tanah (Fazlur Rizvi Hadziq & Muhammad Andri, 2023).
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